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Abstract : As the source of government’s income, Taxes play important roles and it has
become the central issue of the nation. The purpose of the study is to describe the calculate,
deposit and reporting of income tax return article 21. X using income tax law no 36 year
2008 and requlation director at general of taxation PER-31/PJ/2009 and PER 57/PJ/2009.
This study uses qualitative research method on the data of income tax return. This result
discovers that firm has not properly applied the obligation in calculating, depositing and
reporting income tax return article 21.
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Abstrak : Sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak memainkan peran penting dan
telah menjadi isu negara. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan menghitung,
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. X menggunakan hukum pajak
penghasilan no 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 31 / PJ / 2009
dan PER 57 / PJ / 2009 . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pada
data pengembalian pajak penghasilan. Hasil ini menemukan bahwa perusahaan belum
benar diterapkan kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan
pasal 21.

Kata kunci : Hukum pajak penghasilan No 36 2008, peraturan direktur jenderal pajak
PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009, pajak penghasilan.
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PENDAHULUAN

Untuk tetap bertahan dan memperbaiki
kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus
mengupayakan semua potensi penerimaan yang
ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam
potensi untuk meningkatkan penerimaan negara,
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baik yang berasal dari dalam negeri maupun
luar negeri. Namun seiring dengan berkembang-
nya kemampuan analisis para praktisi ekonomi
yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjam-
an dari luar negeri sebagai salah satu sumber
penerimaan negara hanya akan menjadi bume-
rang di kemudian hari potensi penerimaan dari
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pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.
Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan
berusaha untuk lebih meningkatkan potensi pe-
nerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak
dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah mem-
berikan kontribusi terbesar dalam penerimaan
negara.

Penerimaan negara salah satunya
penerimaan dari pajak dan pajak itu sendirilah
yang menjadi masalah pokok suatu negara.
Setiap orang yang hidup di dalamnya pasti dan
harus berhubungan dengan pajak sehingga
masalah pajak juga menjadi masalah seluruh
rakyat dalam negara dengan demikian setiap
orang sebagai anggota masyarakat suatu nega-
ra harus mengetahui segala permasalahan
yang berhubungan dengan pajak. Di lain pihak
diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak sehingga
pendapatan negara di sektor penerimaan akan
meningkat.

Perusahaan menginginkan suatu ke-
untungan dalam usahanya, dan tidak terlepas
dari kewajiban membayar pajak baik pemilik
perusahaan itu sendiri atau tenaga kerja atau
karyawan yang bekerja pada perusahaan itu
sendiri dan semuanya itu disebut subjek pajak.
Perusahaan membayar pajak penghasilan ba-
dan yang harus disetorkan ke negara menurut
ketentuan pajak. Pajak penghasilan juga dike-

nakan atas penghasilan yang diterima karyawan.
Dalam hal ini karyawan tersebut langsung me-
nerima penghasilan bersih yang sudah dipotong
pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dike-
nakan dan pengenaan pajak penghasilan pada
karyawan, seluruhnya ditanggung karyawan.

Pajak penghasilan pasal 21 di dalam
UUP No. 36 tahun 2008 merupakan pajak yang
dipungut pada objek pajak atas penghasilannya.
Penghasilan yang dimaksud ialah berupa gaji,
honorium, tunjangan, dan pembayaran lain de-
ngan nama apapun yang berhubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh waijib pajak orang
pribadi dalam negeri baik pegawai ataupun
bukan pegawai. Pajak penghasilan akan selalu
dikenakan terhadap orang atau badan usaha
yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
Dalam pajak penghasilan pasal 21, pemerintah
meminta bantuan majikan atau pemberi peng-
hasilan untuk menghitung, memotong, menyetor,
melapor kewajiban perpajakan dari subjek pajak
yang dipotong atau yang lebih dikenal dengan
with holding tax system. Dari latar belakang di
atas rumusan masalah penelitian adalah apa-
kah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh
pasal 21 pegawai tetap sudah sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan No. 36
tahun 2008 serta peraturan Direktur Jendral
Pajak nomor PER-31/PJ/2009 dan nomor PER-
57/PJ/2009?
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Alisis Perhitungan PPh 21

Contoh perhitungan PPh pasal 21 perbulan karyawan perusahaan :

Jabatan: Direksi

Status:

Gaiji pokok: 2.350.000
Tunjangan: 5.904.520
Penghasilan bruto: 8.254.520
Biaya jabatan (5% x 8.254.520): 412.726

luran JHT (2% x 2.350.000): 47.000

Total biaya jabatan dan iuran JHT: 459.726
Penghasilan Netto 1 bulan: 7.794.794
Penghasilan netto 1 tahun 12 x 7.794.794: 93.537.528
PTKP:

WP sendiri 15.840.000

Nikah 1.320.000

3 anak 3.960.000

Total 21.120.000
PKP 72.417.528
PPh 21 terhutang:

5% x 50.000.000 2.500.000

15% x 22.417.528 3.362

Total PPh 21 setahun Rp 5.862.629
Total PPh 21 sebulan 5.862.629/12 488.552

Analisis Penyetoran PPh 21 Pegawai Tetap
Perusahaan melakukan penyetoran pa-
jak penghasilan pasal 21 melalui bank persepsi.
Sebelum melakukan penyetoran tersebut per-
usahaan sudah mengisi formulir SSP dengan
mengunakan Kode Jenis Pajak (nomor 411121)
dan Kode Jenis Setoran (nomor 100). Setelah
melakukan penyetoran, maka SSP tersebut

akan dibubuhkan cap tanggal pembayaran oleh
bank persepsi. Berdasarkan KUP No. 28 tahun
2007 pasal 3 ayat 3 Penyetoran pajak pengha-
silan 21 paling telat tanggal 10 bulan berikutnya.
Berikut merupakan penyetoran Pajak pengha-
silan pasal 21 pada masa Januari 2010 sampai
Desember 2010.
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Tabel 1 Daftar Penyetoran SPT Masa

Masa Hutang PPh pasal 21

Tanggal bayar

Keterangan

(Rp)

Januari 1.176.210 12/02/2010 Telat bayar
Februari 337.650 17/03/2010 Telat bayar
Maret 1.155.580 16/04/2010 Telat Bayar
April 539.810 04/05/2010 Sesuai

Mei 913.380 04/06/2010 Sesuai

Juni 771.780 17/07/2010 Telat bayar
Juli 910.880 04/08/2010 Sesuai
Agustus 538.830 06/09/2010 Sesuai
September 969.710 06/10/2010 Sesuai
Oktober 582.790 16/11/2010 Telat bayar
November 1.043.520 02/12/2010 Sesuai
Desember 1 Nihil 1 tidak ada penyetoran  Sesuai karena ada

210.875.201 2 04/04/11 pembetulan 1 setelah

PPh 21 Desember
dilaporkan Nihil

Penyetoran atas pajak penghasilan
pasal 21 pegawai tetap mengalami keterlam-
batan penyetoran di masa Januari, Februari,
Maret, Juni dan Oktober sehingga berdasarkan
KUP No.28 Tahun 2007 pasal 9 ayat 2, perusa-
haan akan membayar denda sebesar 2% dari
pajak terhutang masa yang mengalami keter-

Analisis Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap

lambatan penyetoran. Pada Desember pajak
terhutang pasal 21 dibuat nihil sehingga ada
pembetulan 1 di bulan April 2011. Keterlambatan
penyetoran PPh pasal 21 disebabkan karena
kurang memahami peraturan perpajakan.

Tabel 2 Daftar Pelaporan SPT masa

Masa Tanggal Lapor Keterangan
Januari 19/02/2010 Sesuai
Februari 17/03/2010 Sesuai
Maret 21/04/2010 Telat lapor
April 07/05/2010 Sesuai
Mei 04/06/2010 Sesuai
Juni 02/08/2010 Telat lapor
Juli 04/08/2010 Sesuai
Agustus 06/09/2010 Sesuai
September 05/10/2010 Sesuai
Oktober 22/11/2010 Sesuai
November 03/12/2010 Sesuai
Desember 20/01/2011 Sesuai
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Pelaksanaan sistem pelaporan pajak
penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap meng-
alami keterlambatan pelaporan di masa Maret
dan Juni sehingga berdasarkan KUP No. 28
tahun 2007 pasal 7 ayat 1 pada masa yang ber-
sangkutan akan dikenakan denda Rp. 100.000.
Keterlambatan pelaporan disebabkan karena
kurang memahami peraturan perpajakan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan
serta perhitungan yang telah dibahas, maka
kesimpulan sebagai berikut (1) Perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan
tetap sesuai dengan Undang-Undang pajak No.
36 tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak
PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009; (2)
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
karyawan tetap masih ada yang tidak sesuai
dengan UUP No. 36 tahun 2008 serta Peraturan
Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/
2009; (3) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
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